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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

: @ bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jambi
Nomor 2 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi, maka perlu
dilakukan perubahan Anggaran Daerah:

bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dimaksud padahuruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pemnbentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera
Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor
75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958
Nomor 112);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985tentang Pajak Buwmi dan
Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994
(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3569);
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Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor
41,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683);

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolshan
Hak Atas Tanah dan bangunan (Lembaran Negara Tahun 1007
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 36853);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tarmbahan
Lembaran Negara Nomor 3839,

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Téhun 1975 tentang Pengurusan
Pertanggungjawaban  dan Pengawasan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5

Peraturan ~ Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan
Perhitungan ~ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1097 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3691);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 35, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3692),

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan  Bentuk
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah
dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 70j;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-
contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan
Sumbangan Pihak Ketiga kepadaDaerah;

PeraturanMenteri DalamNegeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan
Pendapatan Daerah Hasil Pajak Burni dan Bangunan;

Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan
Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 2 Tahun 19996;

Peraturan Menteri DalamNgeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Turmtutan
Perbendaharaan dan Tuntutan ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah,

Peraturan Menteri DalamNgeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Barang Milik Pemerintah Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 26 Oktober 1981
tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit
Anggaran;

Keputusan Menteri DalamNegeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah
Pertama pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Keputusan Menteri DalamNegeri Normor 903-1316 tanggal 18 September
1985 tentang Penyempumaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri DalamNegeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk
Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 Aprl 1987

tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
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23. Keputusan Menteri DalamNegeri Nomor 110

Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran
Pendapatan Daerah;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.25-

517 Tahun 1999 tentang Pengesahan Peraturan
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 2
Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 199972000,

25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat [ Jamui

Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penetapan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jambi,

26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

L

(3]

Nomor 05 Tahun 1996 tentang Peraturan Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi
Daerah Tingkat T Jambi,

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
1999/2000;,

Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
1999/2000.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAN
PROPINSI JAMBI

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMRBI
TENTANG PERUBAHAN ANGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI  JAMBI TAHUN  ANGGARAN
1999/2000.
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Pasal 1

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 semula berjurniah
Rp.142.312.867.000,00 bertambah sejumlah Rp.26.774.138.000,00 sehingga
menjadi Rp.169.087.035.000,00.

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 semula berjumlah
Rp.142.312.897.000,- bertambah sejumlah Rp.26.774.138.000,00 sehingga
menjadi Rp.169.087.035.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum Perubahan ... ... Rp. 51.477.954.000,-
Bertambah ........................ Rp. 15.613.668.000.-
Belanja Rutin setelah Perubahan. .. ... Rp. 67.091.622.000,-

b. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan Rp. 90.834.943.000,-
Bertambah ................................ Rp. 11.160.470.000.-
Belanja Pembangunan setelah Perubahan.. Rp. 101.995.413.000,-

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud
pada Pasal 1 diatas, sebagaimana tertera pada Lampiran I Peraturan Daerah
RN

Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud pada
Pasal 1 ayat (1) diatas, sebagaimana tertera pada Lampiran II Peraturan
Daerah ini,

Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada
Pasal 1 ayat (2) diatas, sebagaimana tertera pada Lampiran III Peraturan
Daerah ini;

Rincian  penambahan/pengurangan  Anggaran Belanja  Pembangunan
dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) diatas, sebagaimana tertera pada Lampiran [V
Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran
1999/2000 semula berjumlah Rp.4.5534.218.000,00 bertambah sejumlah
Rp.1.481.657.000,00 sehingga menjadi Rp.6.015.875.000,00

Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal
ini sebagaimana tertera pada Lampiran V Peraturan Daerah ini.
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Pasal 4

(1) Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun
Anggaran  1999/2000 semula berjumlah Rp.4.534.218.000.00
bertambah sejurnlah  Rp.1.481.657.000,00 sehingga menjach
Rp.7.015.875.000,00;

(2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud padaayat
(1) pasal ini masing-masing sebagaimana tertera padalampiran
VI Peraturan Daerah ini;

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal
4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini  dengan penempatannya
dalamLembaran Daerah Propinsi Jambi.

Disahkan di JAMBEI
pada tanggal 31 Januar 2000

GUBERNUR JAMBI
Dto

DRS. H. ZULKIFLI NURDIN, MBA
Diundangkandi Jambl
pada tanggal 31 Januari 2000

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAMBI
Dto

DRS. H. SYAMSU AMAN SY.A.M.Si

Pembina Utama Madya

NIP.010056334
LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAMBI TAHUN 2000 NO. |
SERIDNO. |




